QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat

o

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber
pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah
dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas,

nyata dan bertanggungjawab;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan

sesuai dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, periu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undaﬁg-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undéng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ~
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negarﬁ Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repul;;lik‘
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 46);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tamba'_.han“.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang *
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 1).

[



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
dan

BUPATI ACEH SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR _
8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN ;

Pasat 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun
1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 5, Angka 18, Angka 20, Angka 21 dan Angka 23
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

5. Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih’
besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.



23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

“Pasal 8

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap diterbitkan Surat Keputusan Izin _
Mendirikan Bangunan.

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar :
a. Bangunan Umum Rp. 250.000,-/izin.
b. Bangunan Khusus Rp. 350.000,-/izin

(Industri, Perdagangan dan Jasa)

. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai

berikut : J

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan_
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, |

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri'badi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti -
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;



g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan °
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagi tersangka atau saksi;

j. Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang pertu untuk kelancaran penyidikah
tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang _
bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan-
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II
Qanun im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan,

iunjdangkan di Tapaktuan
danggal 21 Nopember 2007

KABUPATEN ACEH SELATAN

ABUPATEN ACEH SELATANTAHUN 2007 NOMOR 8
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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN -
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KABUPATEN ACIH 25 SOUAN
NOMOR 1 16 TAHUN 1992 5881 8 NOMOR 1
PERATURAN Deovan SATUTER D ACHH
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG

RETHIBUSI TZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 8BS A
BUPATL ACEH SELATAN

a. bahiwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tanun 1993 tentang Ruanyg Lingkup dan Je
nis-Jjenis Retribusi Daeran Tingkat I éan Daeran Tingkat:
I1, Izin Mendirikan Bangunan merupakan Jenis retribusi{
daerah tingkat I1;

b. bahwa untuk maksud terselLut perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah. ' i?

-

kan Daerah OtonomlKabupateannbupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 No-
mor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undeng-undang Nomor 49 prp Talun 1960 tentang Fanitia
Urusan Piuteang Negara (Lembarnn Negara Nomor 2104);

3. Undang-undanr, Nomor 8 Tanun 1084 tentang ' Hukum Acara pi-
dana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

b, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak  Daerah

(Lembaran Negara Nomor 41, Tanbahan Lembaran Negara N@r
mor 3685);

5. Undang-undang MNomor 22 Tahun 1399 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor O, Tambahan J.-
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerihtah Homor 27 Tanun 1933 tentang Pelak-
sanaan Undang—undaﬁg Nomor '8 Tahun 19@1 - téntang “Hukun
Acara Pidana (Lembaran Negara lahun 1281 Nomor 6, Tamba-
han Lembaran Negam Nacmor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retri -
busl Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Igpnik-Pg
nyusunan Peraturan Perundang-uwdangan‘dan Bentuk Ranca-~
ngan Undang-undang, Rancangan Feraturan Pemerintah, dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 70 );
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9. Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 ten-

tang Ketentuan Umum Penyidik Pegawal Negeri Sipll;

10. Keputusan Menterl Dalam Nege»ri NomorB4 Tahun 1993 ten-~

tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peru
hahan;

11, Reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ten

tang Prosedur Pengesahan Peraturan baerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menterl Dalam Negerd Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemerliksaan di Bldang Retri-
busl Daerab; i’

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 ten

tang Ruang Lingkup dan Jenls-jenis Retribusl Daerah Ting
kat 1 dan Laerah Tingkat IL.

Denpan Persetu.juan
NDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAGRAH KABUPATEN ;ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN “ENTANG RETRIBUST
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAE 1T
KRTENTUAN UMUM ﬁi
Pasal 1

Dalam Peratcuran Daesrah inl yang dimaksud dengan

1.

2

Daerah adalah Kabupaten Aceh Selaten.

pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah heserta parangkat -

Daerah Otonom yang lain sebagal DBadan Eksekutif Daerah.
Kepala Daerah adalah Bupatl Acen Selalan;

pPejabat adalah Pegawal yang diveri tugas ftertentu dibidang
retribusi sesual dengan Feraturan Perundang-undangan yang

herlaku.,

padan adalah suatu bentuk badan usaha meliputl Ferseroan -
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama ‘lan bentuk apa-
pun, persekutuan, perkumpulan, firna, kongsl, koperasi, ya
yasan alau organisasl yang sejenia, lewbhagda, dana pensiun,

bentuk usaha tebtap serta bentuk badan uzaha lainnya
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6. Reaatribusi e i 70 nian e lenlag o adalah alas
lkegiatan  Led Lanta Doy intah dacrah dalan

rangka pomberian Q0 lepada orang  pribadi
atau badan yang  dimales gdlkan Uikl peinbinaan,
pengaturan,  paogondalisn don e pangakasan altag
lagiaban poman Faat ruandg . pengguioaan sumber
daya al.am, bBraraig, pranarana,  sarana, atau
Fasililas torlhenlba gauna mel indurgy !:ebenl:ingau
Ueum cdan monjaga lkeleslorian Linglkungan;

7« lzin HMendicilan Hangunan  adalah  izin yang
diberikan oleh Pemeyr Tnkah daecrah kenada urang
pribadi  alau  badan  unluk mendirikan ‘suaty
bangunan yang dimalsudioan agar disain, palak-
Sanaan penbangunan.,  doan bangunan sesyai dengan
rencanan tata  ruang  yang beilalku, sesuait
dengan koelisien dasar Laniguian (KDH). koefis-—
et luas bangunan (KLY, koelision ketinggian
bavgunan  (KKR) yang o i lebaplian cdan sesuai
dengan  syarab-syaral, I'ezelamaltan bagt  yang
menenpali Lavguinan Log sebyg t;

. Ratribusi 17in toeoedivilkan Bangunan yang selan-
Jubnya  disabul, el i bam Adaialh pembayaran
Alas pemberian i2i0 mendieiloan banuunaon olelh
Pemerinkah Daciah lopacda wvranyg  pribadi atau
tadan, Ledvmasule ey abah Liavngumaan

Q. Wajib rolribusi adalal orang  pribadi atau
baddan NEaENTY IIEAIRISNENWES parabanan perundang-
undangan et ibhusi i wadiblan unbuk melakukan

pembayaran robn ibaai s

10« Masa Mol (s adatab swuabtu Jangka  mrakbu
Lertanlu yang mecupalean bhalas waloby bagi Majib
Releibusi unbuk momanfabkan §zin mendirikan
Langunan;

11 Bangunan adalal bangunan dedung Lesarta bangu-
NAN-LDANGUNAN yang seeara langsung merupakan
Lelenglkapran  daos Livngunan gedong tersebut
dalam vatas =alu pemil Pl

12..Mendirilan Banguitan adalah pelkorjaan menaada-
leaan bangunan selurulioya atau sebagian bermasuk
pabkaerjaan  moenggali,  montabun atau maratalaan
Lanah yang bor hobongsns engany oot Jano manga-
dalkan bangunan;

'13ol-lr_—*.ngubah dangunan adataly polkae jaan nengganti
dar atau meosawmbah bhangunan yang a-<a, Lermasulk
pelkerjaan, membonghar yany bar hubuengan dengan

pokerjaan mongyganli bagian banguonan lersebul;
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19.
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24

Garis Sampadan adatah ga s khayal yang dita-
il pada Jarabk bLerbento s0tajar denganr as
jalan, as sungai alkao as pAagar yans merupakan
baltas anlara bagian kapling atay Pelkarangan
yang  boloh o Ve Lidale boloh dibangun
bangun-~banwiman.

welisian hasarp tngunan adalah bilangan pokolk
akas  perbandingan antars  luas lantai  dasar
Langunan dengan 1uas vl ing/pelaranaan:

tonfision Bangomyoy ackao) sl Linggi banganan
cdivulur  dari permukaan Lanalhh sampail  dengan
Litik teratas dari bangunan tersebut:

Sural. Fendafltaran Objalk Roetribusi Dasrah, wang
selanjulbnya dapat  disinglat  SOGORD . - adalah

surat yang - dipergunalkan nleh Wajib Retribust

untule  melaporkan data objek: retribusi  dan
Wajih Retribusi sebagai dasar penghitungan dan
pembayaran  retribusi  yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

Surat Keletapan Relribusi Dasrah, vang selan-
Jubnya  dapal. . disinglal SKRD,  adalah surat
celetapan  yang wenepdoalkan basag nyas Jumlah
rebribust oyang Lesubang: ‘

Surat Keloelapan el ibasy Daoral Furang ODavar
Tambahan,  yang  seblanjutiva dapsl disingkat
CERBEBT,  adalah =ural kepolbusan yong meanenbu-
lkan tambahan atas jumlalh rebribuai yang telah
ditelbapkan;

Surat Ketebtapan Nelribusi Daerah Lebih Bayar,
yang solanjutnyn dapal ddisinglkat SKROLB,
adalah surat kepulusan yaog moenentbukan Jumlah
kelebihan pembayaran rots Sbhusi karena Jumlah
lkredit retribusi Iebih besar daripada retri-
Lriend yang Lorulang Aatang Lidale serhiarusnya
Lerutang;

Surat Tagihan Retribusi Dasralh, yang selanjut-
nya dapat disingkal. SIHh . adalah surat untuk
merlakukan tagihan roleilbeesi dan abtana sanksi
aduwintstrasi borupn bonga dan atau denda;

surall Kepulusan Keboralan adalah sural keputu-
san atas lkaberabtan Lerhadan SKRD abau dokumen
lain yvang dipersamalan,  SKIRDKAT  dan  SKRDLKY
yvang dfiajukan 2leh Wadil Getribusi:

Pemariksaan adalah zeranglalan keglabtan untbuk
mencari, mengunpullian,  dan o mengolaly ddata dan
atau kelterangan fainnya dnlam | anghia pengamwa-
san  kepatuhan  pemencthan kewajiban raetribusi
bardasarkan prorabur s perindsang - undamgan
Netribusi Daor al;

Prhyidikan tindalk pidana di bidang ratribosi
adalah  seranglaian biadalcan wooae b bakakeun
oleh Penyidils Pogawad Heaoel Sipi L oyang salan



Julitya dapal. di-=otar ey il untuly
sarta mengump o brubs 1L
mambuat Locang

menear
yang dangan bulikg ity
fricfana ofj b clang

Foireedals e

bu-i yang Lorjgadi =eria wenemnylan Lersanglon-
nya.
BRI
FARN,  OILTE) DA SUBRIEIC DE Ty

.

Paz=s] 3

Dengan nama Rely i buzi  Tzin tHeneig lan  Rangunan
dipungut retri b mebaari pombayaran atae peambe -
clAan Izin mondi il Lsvnguman |

fraesal 3

(1) Obhjel Retrihuai
Llkan bangunarn.

adalah pemborian Dzin niendip—

(2) Tidak terma=ulk objell raloitbusi adalal poambe =
FLAN dzin mendiedlean hangunan kepada Pemeri -
] 3 .
i Laly Daerah dan Pemerinbal ffusat .
L
" . -
i [Pasal o
i
i Subjuld Relribosi adatah arAace pribadi atan badan
yanhgo memperolely Jxin maodi {lean bangunarn,
TSN |
GOLONGATL e e g
Pamal o
Roebribosi  [rin PFlonedi Pl Banaanan o golonmglan
=obagad ez ioag 1o ey oy,
; BAR 1V
COARNY FHENGURLR T HHGKA | PEHGGUNnAl antn
; Pasal o
‘ (1) Tingkat Prenggunas Joma Pzin meEndirilan
; Langunan diuku; dongain 1o yang Jdidasarkan
5 Aalas Talk Lot Toas tantag bhangunan, jumlah
§ Einglkal bt BETN Pacana DRI gUNAaan
? bangunann,
(2) Faklbor-ralto, sebagaimana dimakaud pady ayat
(L) diberikan bobot (lkovrTisian).
%) Besarnya lkoeli=iong sebadaimsna dimaksud pada
Aayal (2} dilotaplan sabiaogai berdll. s



Aoeliaiegy 1.~ Iloviiearen vy

o LUNS RANGITHA KOET 1S 1EN
frpg
SR ! o
: J Rangunan cegagan joa. - IR EITS bt
7 Banwunan oo tyae -y Yh0 b,hn
3 Bangounan dengan Jnan s Hon 2,50
1 Rangnnan depgan tuas = Tono 3,50
3 Bangunan dengan | uan 1,0 7000 A4, 0
¢ Bangunan dendsn Tnas <, d 20uo 41,50
7 Banaunan dengan ) 000 L 5,00
bo Koelesien lionghan Ay
H PERGEAT Banaunng ROET 118N
foaot
I Tanamnan 1 Lanpai 10
? Rangunan 5 1 anlai 1,60
3 Banaunan 2 1 anoag 700
4 Banqimnan 4 Lanlaj 3,00
5 Bangunan 5 i antai bevala 4.1
CooRoelesieon Dupa SIS STRIEINY
P GUHN aniicunan RUOEFISI1EH
80BIT
1 Boviiganan Soaiag 0,50
Banguonan Porumalan 1,00
3 anaanan Fasititae g 1,00
1 Nangimag Pendidi loan 1,00
n Bangunan K rmbogaan/s gt o 1,56
0 Bangunan ey daganoan dan Jana 2,00
! Banguman 1ndox Lr i 2,00
H Rangunan Ehuange 2,50
7 Bangunan Campis an 2,715
Lo Bangiunan Lai -1, L J,00

(1) Tingkal Penggirmaai jas=a ihi Lung  csetlagai
perlkalian banliaicn-kor ! =] 0y sebavaimana
dimaksud pada ayal (%) hurao; s sampal dengan
el e ' ' :
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PRIMNSIP DAN SASARAM DALAM DEHE TAPAN
STRUKTUR OAM BESARMYN TN

Masat 7

1) Prinsip. dan sasaran dalam penetapan tarif
retribusi  di  dasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian  atau sama dengan bilava
paenvelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayvab (1)
neliputi biaya pengecelkan dan  psngukuran
lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi
dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAaR VI
STROKTUR DAaK BESARMNYA TARIEF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Tarif ditetapkan seragam  untulk  setiap
4iterbitkan Surat Xepubtusan Izin Mendirilan
Bangunan.
(2) Basarnya tarif ditetapkan sebesar
- a. Bangunan Umum R, 5.000, -

- b. Bangunan Kkhusus Rp. 10.000,-
( Industri, Perdagangan ).

BAR Vil
CARN PEMGIHITTUMGAN RETRIBUSI

FPasal 9

Besarnya  trebribusi yang  t21 ltung dengan  cara
mengalikan tarif retribusi dengan tingkat peng-

gunaan jasa sebagalmana dimaksud dalam pasal &6
ayat (4).

BAR VII1I
WL AYAH PERURGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terubtang dipungaubt diwilayah daerah
tempat izin mendirikan bhangunan diberilkan.
S BAR TX
MASA RETRIGUST DAN ST RETRIBUGT TERUTARG
Pasal 11

Masa rebribusi adalah jangla wakbu lamanya 12

(dua belas) bulan atau ditetaplkan lainn oleh

Kepala Daerah.

-----

&



Pasal 17

Saat terutangnya  retribusi  adalah  pada saat
diterbitkannva SKRD atau dolkumen lain yvang diper-
samakan.

Gnp X
SURAT FEMDAFTATATH

Pasal 13

Wajib Rebribusi wajib mangisi SPAORD.

SPAOFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jela=, benar dsn lengkap
serta ditanda bLangani oleh Wajib Retribusi
atau kuasanva.

(3) Bentulk, isi serta btata cara pengisian dan
penyampalan SPIORD sebayaimana dimalksud pada
ayatb (1) ditetaplkan vleh Kepala Dacral.

P W

[N
Nt S

BAB XI
PENETARPAM RETRIBUST

Pasal 14

{1) Berdasarkan 3PJ0ORD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (L) ditetapkan retribusi teru-
Lang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakain.

{2} npabila berdasarkan hazil neanerilksaan dan
ditemukan dalta baru yang senula belum terung-
Kap yang menyebabkan penambahan jumlah retri-
busi vang Lerutang, maka dihkeluarkan SKRDKBT.

An XL
Tata CARA PEMUNGUTNATM

Prasal 15H

Pemungutan retribusi Lidak capat diboronghkan.
Retribusl dipungut dengan menggunalkan SKRD
atau dolkumen  lain  vyang dipersamalan dan
SKDRKBT.

NS
N o=
R

BAB XIII
SAMKST ADMINISTRASL

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membzyar tepat
pada walkbtunya atau lkurang membayar, dikenakan
sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang teru-
tanrng abtau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRE.



(1)

(2)

(%)

(1)

(%)

(L)

(4)

BNl X1V
TATA CARA PEMBAYARNAN
Pasal 17

Pembayaran retribusi  yang terutang harus
dilunasi sekaligus.

Retribusi vang Lerutang dilunasi selambat-
lambatnyz 15 (lima belazs) hari sejalk diter-
bitkannya SKRD atau dokwnan lain yang diper-
samakan, SKRDKBT dan STRID.

Tata cara pembrayaran, penya boran, tempat
pemopayaran retribusi dialur dengan keputusan
Kepala Daerah.

BAlR XV
TATA CARA PEMAGTHAN
Pasal 18

Retribusi terutanyg berdasarkan SKRD atau
dohumen lain vang diporsamakan, SKRDKBT,
STRD, dan Surat Keputusan ebaratan  yang
menyeabablan Jumlah rebribusi yang harus
dibayar bertambaly, vyang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih
melalui Badan Urusar. Piutang dan  Lelang
Magara (BUPLN).

Penagihan rebribusi melaloui BulPLN oF laksana-
kan berdasarlkan paraturan perunJang-undangan
yvang berlalku.

nNB xXvi
KEBERATAMHN
Fasal 19

Wajib Reltribusi dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala dasrah atau pejabat yang
ditunjuk alas SKRD atau dokumen lai yang
dipersamalan,® SKRODKBT dan SKROLB.

leberatan diajulian seCara tertulls dalam
bahasa Indonesia dengan  disertal alasan-

alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Rebribusi mengajukan kebera-
tan altas ketetapan relribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membulktikan ketidakbenaran kele-
tapan refribusi tersebut.

Keberakban harus diajulian dalam janglka walitu
paling lama 2 {dua) bulan szjak tangygal SKRO
atau dolkumen laln yang dipersamalan, SKROKBT,
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dan SKRDLD dJdilerbitkan, kocuall apabila Wajib
Rebribusi Lorbkentu dapal  menunjulkikan bahwa
Jangla wakiu itu Lidall dapat dipenubi karena
keadaan di luar keliuasaannya.

{5) Keberatan vyang tidalk mamenuhl petrsyaralan
sebagaimana dimalksud pada avat (2) dan (3}
tidak dianggap seibagal surat keberatan,
sehingga tidak dipertimbanglkan.

(6) Pengajuan keberatan Lidak mznunda kewajiban
membayar retribusi dan pelalksanaan penagihan
reltribusi.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam Jangla wakcu paling lama
& (enam) bulan sejak Langgal Suralk keberatan
diterima harus membori lkkeputusan atas kebetra-
tan vang diajulian.

(2) Keputusan Kepala Dasrah atas lkeberatan dapat
berupa menerima  selurubhnya  atau  sebaglan,
menalak, atau menambah besarnya retribusi
vang teruvlbang. :

(3) Apabila Jjangka waktu scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewal dan Kepala Daerah
Lidak memberiltan suatu keputusan, keberatan
vang diajulkan tersebut dianggap dilkabullkan.

BN XV
PENGEMBALIAN KELESTIHINM PEMRAYARNN
Pasal 2

(1) ntas lkelebihan pombayacan caelribusi, wWajib
Rexbribusi dapat meongajulean permohonan pengein—
alian kepada Kepala Dapral,

() Kepala Daerabh dalanm jangle waktu paling -lama
6 (enam) bulan sejak dilerimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusain, \

(3) Apabila Jjangka waklu sebac~rimana dimaksud
pada ayat (2) telah "dilampaul dan Kepala
Daerah tidalk  memberilkan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian kelebihan retribusi
diangyap dikabulkan dJdan SERDLE harus diter-
biltkan dalam Jjangla  waltyu  paling  lama 1
(=atu) bulan.’

(4) mpabila Wajib el ibusid MEmDUMY &l utang
retribusi lalnnyA, ke lebihan perhayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan uroulk malunasli terle-
bilh dahulu utang retribus’® Ltersebut.
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¥

) Pengembalian kelebihan pombayaran rebtribusi
sebagaimana dimalsud pada ayal (1) O lakulkan
dalam jangka-walktu paling lama 2 (dua) bulan
srjal diterb Lkannya SHEDLG, '

(

(6) Apabila pengembal 1an el eatalfran pembayaran
Fetribusi  dilakulkan sotelah lewat . jangka
walkktu 2 (dua) bulan, Kepzla Daerah memberilkan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas kKeterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebkibhan penbayaran
rekribusi diajukan secara tertulis kepada
Kapala Daarah dengan srikurang-lurangnya
menyebutblian: )

V]

nama dan alamat Wajib Rebribusi;
by, masa ralribusi; :
¢. besarnya kaleblhan pembayaran;
4. alasan vang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebinan pembayaran
rebribusi  disampaikan secara  langsung atau
maelaluli pos Lercatal. .

(3) Rukti penerimaan oleh Prjabat Daerah atau
bukti pengiriman pos ltercatat merupakan buk ti
saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retr-ibusi dilakukan
dengan menerbitlan Surat Perintah Membayar
telebihan Rebribusi.

{2) npabila kelebihan pEembhayaran rebribusi
diperhitungkan dengan utang retribus=i lainn-
nya, sebagalimana dimalksud dalam Pasal 21 ayat
(4), pembayaran dilakulkan dengan ca-a pemin-
daly bukuan dan bukti pemindah buluan juga
berlaky sebagail bulkti pembayaran.

BAG XVIII '

PEMGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBERASAN RETRIUGUSIL

Pasal 24

(1) Kepala Daerah dapat meqmberilkan penpgurangan,
keringanan dan pembebasan retribusl.

(2) Pemberian pengurangan atan keringanan retri-

" busi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)

dengan memparhatilan  lkemampuan Wajib Retri-
brsi, antara lain, unbulk mangangsur.

) Fembebasan retiribusi apbhagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara 1lain diberikan kepada

(

€5




(1)

(1)

(2}

(17

(2)

(1)

Rt
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masyaralkal yang 4 Linpa Lancana alam dan alau
kerusthan .

Tata cara pengurangan,  boringanan dan pembe—
basan relribyes; dilotapbkan olenh Kepala Dacr-
aly.

ONB XIx
KADALUARSA DENNGI TN
Pa=al 25

Hale.  untuk  welalkiukan pernagihan retribusi,
kadaluarsa selolah malampaut  jangla waktu 3
(tiga) talun Lerhituny sejak saat terutangnya
retribusi.  kecuali Apabila Wajib Retribusi

melakukan tindak pidana 41 bidang retribusj .

Kadaluarza penagihan  retbribusi sebagaimana
dimaksud pada ayalt (1) tertangguh apabila;

a. dikerbillan Surar Teguran; atau

b. ada pengaluan vtang rebribuss dari Wajib
Retribusi  baik langsung  maupun  tidalk
langsung. ‘

BOn xv
ETENTUAM PIDANA
Pasal 26

Wajib Retribusi vaitg bidale inelalksanakan
kewajitannya sahingyga merugilian Keuangan
Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 6
(enam) bulanm atau  denda Paling  banyak 4
(empat) kali Jumlah retribusi Lterutang.

Tindak pidana yang  dimalese] pada ayal (1)
adalah pelanggaran,

BAR XX
FEMNY TDI K AN
Pasal, 27

Fejabalt Pagawai Megeei  3ipil  terLentu di
Yinglungan Pemerintah Daoral, diberi wewenang
Khusus sebagal Penyidik Jnbude melalkukan
penyidikan Lindak pidana i bidang retribusi
Dasralh  sebagaimana dimalksud  dalam Undang-
undang Momor 8 Tahun 1981 teptang Hukum Acara
Pidana. :

S Wewenang Penyidilk sebagaimara dimaksud pada

ayat (1) adalah:

A.omEnerima, wencar i, mengumputican dan menel -
bl kKelerangan atauy Laporan  borkenaan
dengan Lindal pidana  oi Lidang retribusi
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Dazerah agar keleranasn alau lapauran terse-
¢ ¢ F

Lut meaiadl leoglian Cae folas;

- .

Loomeneli L, mongar Jdanoengumpul lkan ke ler--
angan mengenai oranyg pribadi atau  badan
tentang kebenaran perbuatan yany dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana rebribusi
Daeral;

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau bacdan sehubungan dengan
Lindak pidana di bidang retribusi Daerah;

d. memeriksa Lulku-bulcu, catatan-catatan dan
dolcumen--dolk umen lain berikenaan dengan
Lindak pidana dJdi hidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan unbulk mendapatikan
Bahan  bulh i prmbulcuan,  pencataban, dan
doliunen-dolumen lain, el La mer L akiican
penyi Laan Lerhadap bahan buloti Lersebut::

f. meminta bantuan Lenaoa ahli dalam rangka
pelaksanaan Ltugas penvidilkan Lindak pidana
di bidanyg retribusi Daneraly;

g. menyuruh berhenlki dan albau melarang seseo-
rang meninggalkan ruangan atau tempat pada
zaar pemerilksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identikas orang dan atau dolkkumen
yang dibawa  sebagaiman~ dimaksud pada
huruf e

. memotraet sesecrang yanyg berkaitan dengan
tindalk pidana retribusi Daeralh;

.owemanggil orang unbule Jdidengar keterangan-
nya dan dipe: iksa =ebagal Lersanglka atau
salksi; -y

Joomenghenlikan peanyvidilan:

oomelakukan  bindakan 'ain yang perlu untulk
kelancaran peﬁyidikau Lindalk pidana di
bldang relribusi Daeran menurut hulum yang
dapal dipertanggungiavuabkarn. B

(3) Penyidik =zebagaimana dimaksud pada ayat (177
aemberi tahalan dimlainwa penyidilkan dan
menyampailan hazil -« ponyidilkannya kepada
Fenuntult Umum, sesual dangan ketentuan yAang
diatur dalan Undang-undang Homor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

GABR XXI1
KETEMTUAN PEHUTUP
MPasal 26
Lengan baerlakunya Peraluran Dagrah ini semuake-—

tentuan yang telah ada dinyabakan dicabulb  dan
tidak berlaku lagi .
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‘¥rada tang

Pasal 29

Pasal: 30

JMundangkan di Tapaktuan
gal 20 September 1

g .‘ /. . .
AR AL NFRRY odgh 6
& SEL; 696.
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peratursn Baerah ini
sepanjang mengenail pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Raerah,

Peraturan RPaerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan-
pengundangan Peraturan Paerah ini dengan penempatannya da-
lam Lembaran Baerah Kabupaten Aceh Selatan.

Bisahkan di Tapalttuan
pada tanggal 13 Jull 1999

BUPATI ACEH SELATAN
Cap/dto

IR.T. MACHSALMINA ALIL

[ MBARAN BAERAM KABUPATEN ACEN SELATAN
TAHUN 1999 NOMOR 16 SERI B NOMOR 1.




